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KATA PENGANTAR 

 Karya tulis ilmiah dinilai sangat penting artinya bagi 

komunikasi keilmuan. Dengan karya tulis ilmiah gagasan-

gagasa keilmuan dapat disampaikan kepada lingkungan yang 

lebih luas dalam tingkat akurasi yang sama. Seluruh yang 

menerima gagasan-gagasan keilmuan dari karya tulis ilmiah 

yang orisional, sesungguhnya menerima gagasan-gagasan itu 

dari sumber primer. Dengan demikian, keunggulan komunikasi 

keilmuan melalui karya tulis ilmiah dibandingkan dengan 

komunikasi keilmuan melalui karya lainnya, terutama, terletak 

pada tingkat akurasi dan objektivitasnya. Akurasi dan 

objektivitas adalah dua kriteria yang sangat penting dalam ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu karya tulis merupakan keharusan 

di dunia keilmuan. Seorang ilmuan harus dapat mengungkapkan 

pikiran-pikiran dan hasil penelitiannya melalui karya ilmiah. 

 Kemampuan yang memadai dalam mengungkapkan gagasan-

gagasan melalui karya tulis ilmiah dapat dimiliki dengan 

latihan-latihan yang serius. Latihan-latihan dalam membuat 

karya tulis ilmiah tidak hanya pada aspek penggunaan dan 

penyusunan bahasa tulis yang baik, tetapi juga pada aspek 

metode penulisan, seperti teknik pengutipan gagasan dari karya 

lain dan penggunaan teknik notasi ilmiah. Oleh karena itu, 

dalam upaya memenuhi keperluan yang mendasar dalam 

pembuatan karya tulis ilmiah diperlukan buku Hukum Tata 

Negara, sehingga para mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sumatera Utara terbantu dalam pembuatan karya 

tulis ilmiah yang memenuhi standar umum di dunia keilmuan. 



 

ii 

 

 Buku ini disusun dengan melihat refrensi kajian-kajian 

terdahulu para pakar Hukum Tata Negara. Artinya para pakar 

hukum tata negara telah menulis yang lebih spesifik terhadap 

kajian-kajian hukum tata negara. Dalam hal ini penulis telah 

melihat tulisan-tulisan yang telah di tulis oleh pakar hukum tata 

negara. Maka dari hal itu penulis menyadari buku ini hanya 

sebagian kecil dari pemahaman penulis dalam bentuk 

kesimpulan yang penulis buat dalam buku ini. Kemudian tidak 

terlepas juga oleh Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

SU sangat menghargai usaha ini dan mengucapkan terima kasih 

atas segala ketekunan dan keikhlasan mempersiapkan dan 

mengolah seluruh bahan yang dibutuhkan untuk pada buku ini. 

 Mudah-mudahan usaha yang baik ini membawa manfaat yang 

besar bagi peningkatan mutu akademik civitas Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Semoga Allah SWT 

merestui usaha ini dan menerima harapan-harapan yang kita 

gantungkan kepadan-Nya. 

 

Hamparan Perak, 12 Juni 2022 

Penulis,  

. 

 

  



 

iii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR .................................................................... i 

DAFTAR ISI .................................................................................. iii 

BAB I Pengantar Hukum Tata Negara ......................................... 1 

A. Pengertian Hukum Tata Negara  ......................................... 1 

B. Integrasi HTN dengan Cabang Ilmu Pengetahuan lainnya. 3 

a. Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara .................... 3 

b. Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminsitrasi 

Negara ........................................................................... 5 

c. Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik.  ................ 15 

d. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Hukum 

Internasional.  .............................................................. 18 

e. Hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum 

nasional. ...................................................................... 22 

 

BAB II  Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Sumber Hukum 

Tata Negara .................................................................................... 21 

A. Pengertian Asas Hukum  .................................................... 21 

B. Asas Negara Hukum ........................................................... 23 

a. Rechtsstaat ................................................................... 29 

b. Rule of Law.................................................................. 30 

C. Asas-asas Hukum Tata Negara ........................................... 32 

 

BAB III Sumber Hukum Tata Negara ........................................ 34 

A. Pengertian Sumber Hukum ................................................. 34 

B. Sumber Hukum Tata Negara Materil ................................. 35 

C. Sumber Hukum Tata Negara Formal.................................. 37 

 

BAB IV Sejarah Ketatanegaraan Indonesia  .............................. 41 

A. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara  ........................... 41 



 

iv 

 

B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia .............................. 44 

C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959  ................................................ 50 

 

BAB V Sejarah Lahirnya Konstitusi  Dan Nilai-Nilai Yang 

Terkandung Dalam UUD 1945 ..................................................... 54 

A. Sejarah Lahirnya Konstitusi ............................................... 54 

a. Nilai-nilai Konstitusi .................................................... 59 

b. Perubahan Konstitusi ................................................... 62 

 

BAB VI Pemerintahan .................................................................. 71 

A. Asas-Asas Pemerintahan .................................................... 71 

B. Pengertian Lembaga Negara ............................................... 85 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................... 101 



 

1 

 

BAB I 

Pengantar Hukum Tata Negara 

 

A. Pengertian Hukum Tata Negara  

Ilmu hukum merupakan kajian keilmuan terhadap 

bidang-bidang hukum, dalam ilmu hukum pembagian kajian 

itu ada yang dikenal dengan hukum perdata, hukum Pidana, 

hukum Administrasi Negara maupun hukum Tata Negara dst. 

Hukum Tata negara jika dilihat pada pengertiannya para ahli 

hukum tata negara membagi ke dalam dalam dua arti, yaitu arti 

Luas dan dalam arti sempit. HTN dalam arti luas (staatrech in 

ruimere zin)  yaitu hukum negara termasuk di dalamnya 

Hukum Adminsitrasi Negara (HAN) atau hukum tata usaha 

negara (HTUN) atau hukum tata pemerintahan (administratief 

recht).  

Sedangkan HTN dalam arti sempit (staatrech in engere 

zin) meliputi HTN itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu 

negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu (HTN positif  

pada suatu negara)1. Artinya para ahli hukum tata negara sudah 

memberikan defenisi terhadap pengertian hukum tata negara 

itu sendiri. Defenisi HTN ditinjau dari Ruang   Lingkup Objek 

kajian , HTN dapat di tinjauDefenisi HTN ditinjau hubungan 

                                                 
1  Titik Triwulan, Konstrruksi Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h.21 
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BAB II  

Asas-Asas Hukum Tata Negara  

Dan Sumber Hukum Tata Negara 

 

A. Pengertian Asas Hukum  

Asas hukum (Rechts Beginsellen) merupakan salah satu 

bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan 

abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu perundang-

undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti 

kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah 

mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpenga ruh waktu 

dan tempa10. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) kata asas memuat tiga pengertian asas, yaitu: bisa 

diartikan sebagai dasar, alas, pedoman, kemudian suatu kebenaran 

yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan 

sebagainya).  

Kemudian Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan 

negara dan sebagainya), misalnya: membicarakan asas dan 

tujuan. Menurut Menurut Belleford asas hukum adalah “norma 

dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu 

hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 

                                                 
10 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Cet ke-2, (Ull Press, 

Yogyakarta: 2007), hlm 65 
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11. Asas naturalisasi atau pewarganegaraan, merupakan asas 

dimana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan 

permohonan menjadi warga negara (Indonesia) melalui 

pengadilan negeri. 

BAB III 

Sumber Hukum Tata Negara 

 

A. Pengertian Sumber Hukum 

Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan 

aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat 

memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau kalian langgar 

mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.23 Dari 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan yang 

menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar 

oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun lembaga 

yang menjadi subjek hukum.24 

Kata sumber hukum biasanya sering digunakan dalam 

beberapa arti; 1) sebagai asas hukum; 2) menunjukkan hukum 

terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang 

                                                 
23  A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Eresco, 

(Bandung: 1995), hlm. 2 
24  Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, 

(Malang , Setara Press: 2012), hlm. 47.  
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BAB IV 

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia  

 

A. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara  

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai 

suatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah 

naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia29. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai 

suatu naskah yang singkat dan supel karena hanya hal-hal dan 

aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang Undang 

Dasar (UUD). 

Sedangkan hal-hal yang diper lukan untuk 

menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan 

                                                 
29  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Jakarta: Aksara 

Baru. Jakarta, 1983), hlm. 13.  
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Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam UUD 1945 

 

A. Sejarah Lahirnya Konstitusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi 

adalah “segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau 

undangundang dasar suatu Negara”. Konstitusi adalah hukum 

dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu 

negara. 35 Konstitusi yang merupakan hukum dasar (the 

fundamental law) dan hukum tertinggi (the higher law) menjadi 

pegangan bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu 

menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin 

dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.  

Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak 

mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan 

kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih 

terlindungi36. Dalam konstitusi diatur hubungan antarlembaga 

negara yang ada, dan hubungan antara negara dengan warga 

negara. Sebagai hukum dasar (the fundamental law) dan hukum 

                                                 
35Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 

2006), hlm. 35. 
36Dahlan Thaib dkk, Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1999), hlm. 19 
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BAB 

Pemerintahan 

 

A. Asas-Asas Pemerintahan 

Asas-asas hukum tata negara juga adalah asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. Hal ini terkait dengan fungsi 

kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintahan dalam 

struktur ketatanegaraan. Setiap elemen pemerintahan harus 

menjalankan fungsi pemerintahan yang memenuhi prinsip 

negara hukum dan asas pemerintahan yang demokratis. Itulah 

sebabnya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pe 

merintahan menegaskan mengenai keharusan administrasi 

pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik 

dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku.  
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Sinopsis 

Buku ini merupakan kajian terhadap Hukum tata negara. dalam 

buku ini membahas suatu materi dasar yang yang ditulis dengan 

kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Mengingat 

kajian hukum tata negara sudah banyak para ahli menuliskan 

dalam bukunya masing-masing. Mungkin buku ini sebagian 

kecil dari materi-materi yang para penulis sebelumnya ke dalam 

buku hukum tata negara lainnya. Mengingat untuk memahami 

kajian hukum tata negara bagi mahasiswa di fakultas hukum 

maka harus memahami fundamental normnya dalam keilmuan 

hukum tata negara. Agar keilmuan hukum tata negara dapat di 

pahami secara mendalam. Di dalam buku ini membahas secara 

garis-garis besar dari kajian hukum tata negara itu sendiri. 

karena buku ini penulis rangkum dengan maksimal dari buku-

buku terdahulu yang mengkaji hukum tata negara. Oleh sebab 

itu dalam kesempatan kali ini semoga buku ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca dan bagi yang ingin mendalami dasar-dasar 

hukum tata negara. Mengingat buku ini penulis coba rangkum 

semaksimal mungkin agar para pembaca dapat memahami 

dengan mudah terkait kajian hukum tata negara. 

 

 


